G U B

ERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERUBAHAN ATAS

NOM OR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI

IZIN USAHA PERIKANAN TANGKATP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M AHA ESA

M engingat: a.

GUBERNUR SULAWTESI TENGGARA,
bahw a dalam rangka pem binaan, pengendalian dan
pengaw asan terhadap pengelolaan dan pem anfaatan
sum ber daya ikan dan lingkungannya secara
berkelanjutan, serta mem berikan kepastian hukum di
bidang usaha perikanan, Pemerintah Provinsi Sulaw esi
Tenggara mem berikan pelayanan Izin Usaha Penangkapan
ikan bagi perorangan m aupun badan hukum yang
m elakukan usaha perikanan;

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pem erintahan D aerah, dan Peraturan
M enteri K elautan dan Perikanan Nomor
PER .0O5/M EN /2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan M enteri
K elautan dan Perikanan Nomor PER .14/M EN/2011, m aka
izin usaha perikanan tangkap yang telah ditetapkan
dengan Peraturan D aerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor 4 Tahun 2010, dinilai sudah tidak sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan serta situasi dan kondisi

sehingga perlu dilakukan penyesuaian;



M enimbang:

bahwa jasa izin U saha Perikanan Tangkap m erupakan

obyek retribusi yang dapat mendukung terlaksananya

pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dan

pem anfaatan sum ber daya ikan serta peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu dilakukan

eningkatan pengaturan dan intensifikasi

o

pem ungutannya;

o

ahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dim aksud

hurufa, hurufb, dan hurufoc, perlu mem bentuk Peraturan

D aerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan

atas Peraturan D aerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor

4 Tahun 2010 tentang R etribusi 1lzin usaha Perikanan

Tangkap.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang D asar Negera Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2

Tahun 1964 tentang Pembentukan D aerah Tingkat |

Sulawesi Tengah dan D aerah Tingkat | Sulawesi Tenggara

dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp.Tahun

1960 tentang Pembentukan D aerah Tingkat | Sulawesi
U tara - Tengah dan D aerah Tingkat I Sulawesi Selatan -
Tenggara (Lembaran N egara Republik Indonesia Tahun

1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2687);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang

Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang

Hukum Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3319);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3647);



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

118, Tam bahan Lembaran N egara Republik Indonesia

Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 20009 (Lembaran N egara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tam bahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perim bangan K euangan antara Pem erintah Pusat dan

Pem erintahan D aerah (Lembaran N egara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

N egara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan W ilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

84, Tam bahan Lembaran N egara Republik Indonesia

Nomor 4739), sebagaim ana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan A tas

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan W ilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5490);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

D aerah dan R etribusi D aerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

N egara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pem erintahan D aerah (Lembaran N egara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

N egara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pem erintahan D aerah (Lembaran N egara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tam bahan Lembaran

N egara Republik Indonesia Nomor 5657);



10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya
lkan dan Petam bak G aram (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tam bahan Lem baran
N egara Republlik Indonesia Nomor 5870);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang
Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 N omor 100, Tambahan Lembaran N egara
Republik Indonesia Nomor 4230);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pem erintahan D aerah (Lembaran N egara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tam bahan Lembaran
N egara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan D aerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4
Tahun 2010 tentang R etribusi lzin U saha Perikanan
Tangkap (Lembaran D aerah Propinsi Sulawesi Tenggara

Tahun 2010 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersam a

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESITENGGARA

M enetapkan:

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAW ESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA

PERIKANAN TANGKAP.

Pasal 1
Beberapa K etentuan D alam Peraturan D aerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2010 tentang R etribusi Izin
U saha Perikanan Tangkap (Lembaran D aerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2010 Nomor 4), diubah sebagai

berikut:



K etentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga

Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

»Pasal 3

Perusahaan Perikanan Tangkap dan U saha

Pengangkutan lkan, dengan menggunakan kapal

berukuran di atas 5 GT sampai 30 GT di perairan laut

Kewenangan daerah w ajib mem iliki SIUP dari

G ubernur atau Pejabatyang ditunjuk.

Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dim aksud pada

ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan

yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau nelayan

yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor

atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran di

bawah 10 GT;

SIU P berlaku selam a orang melakukan kegiatan

perikanan tangkap;

Jangka w aktu berlakunya SIUP dievaluasi

pelaksanaannya setiap 2 (dua) tahun.”

K etentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

“Pasal 7

G ubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang

m enerbitkan SIUP, SIPI dan SIKPI bagi kapal

perikanan yang berukuran di atas 5 GT sam pai dengan

30 GT kepada orang atau B adan Hukum Indonesia
yang melakukan usaha perikanan yang berdomisili di
wilayah adm inistrasinya dan beroperasi di wilayah

pengelolaan yang menjadi kew enangannya,;

Kewenangan m enerbitkan SIU P, SIPI dan SIKPI

sebagaimana dim aksud pada ayat (1) tidak term asuk

Badan Hukum yang menggunakan modal atau tenaga

keija asing.



K etentuan Pasal 9 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat

(6), dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 9 selengkapnya

berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

Persyaratan dan tata cara pem berian SIUP, SIPI dan SIKPI

sebagaimana dim aksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5,

dan Pasal 6 Peraturan D aerah ini ditetapkan sebagai

berikut:

(1) Perm ohonan SIU P, SIPI, dan SIKPI diajukan oleh
perorangan, B adan Hukum atau Koperasi kepada

G ubernur atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi

form ulir.

(2) U ntuk m endapatkan SIUP sebagaim ana dim aksud

dalam Pasal 3 wajib memenuhi syarat-syarat

a. M engajukan perm ohonan kepada G ubernur atau

Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan syarat-

syarat sebagai berikut:

1. Rekomendasi dari kabupaten/kota;

2. Rencana usaha;

3. Foto copy akta pendirian perusahaan untuk

Badan Hukum dan Koperasi;

4. D ata personalia;

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik

yang telah disahkan;

6. Foto copy Nomor Pokok W ajib Pajak (NPWP)

pemilik kapal;

7. Surat keterangan domisili usaha;

8. Spesimen tanda tangan pem ilik kapal atau

penanggung jawab perusahaan.

b. M embayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan

yang ditetapkan di dalam Peraturan D aerah ini.

(3) Perusahaan perikanan tangkap yang telah

m endapatkan SIUP sebagaimana dim aksud pada ayat

(2) dapat diperpanijang apabila m em enuhi syarat-

syarat:



(5)

(6)

b M em bayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan
yang ditetapkan di dalam Peraturan D aerah ini.
Perusahaan Perikanan Tangkap yang telah

m endapatkan SIPl sebagaimana dim aksud pada Ayat

(4) dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-
syarat:
a M engajukan perm ohonan kepada G ubernur atau
Pejabatyang ditunjuk dengan melampirkan:
1. Rekomendasi dari kabupaten/kota;
2. Foto copy SIUP yang disahkan;
3. Foto copy B uku Kapal Perikanan yang telah
disahkan;
4. Foto copy tanda pendaftaran kapal (Gross A kte)
5. Foto copy pas tahunan;
6. Foto copy sertifikat kelaikan kapal perikanan;
7. Berita acara pemeriksaan fisik kapal asli;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik
kapal;
9. Foto copy Gross A kte;
10. Foto copy N omor Pokok W ajib Pajak (NPW P)
pem ilik kapal.
b. M embayar retribusi yang besarnya sesuali
ketentuan yang ditetapkan di dalam Peraturan
D aerah ini.
U ntuk m endapatkan SIKPI sebagaim ana dim aksud

dalam Pasal 4 wajib memenuhi syarat-syarat:

M engajukan perm ohonan kepada gubernur atau

pejabatyang ditunjuk dengan melampirkan:

1. Rekomendasi dari Kabupaten/K ota;

2. Foto copy SIUP yang disahkan;

3. Foto copy Buku Kapal Perikanan yang telah
disahkan;

4. Foto copy tanda pendaftaran kapal (Gross A kte)

5. Foto copy Pas tahunan;

6. Foto copy sertifikat kelaikan kapal perikanan;

7. Berita acara pem eriksaan fisik kapal asli;



(7)

K etentuan

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik
kapal;
9. Foto copy Gross A kte;
10. Foto copy Nomor Pokok W ajib Pajak (NPWP)
pem ilik kapal.
b. M embayar retribusi yang besarnya sesuai ketentuan

yang ditetapkan di dalam Peraturan

Tan

D aerah

Perusahaan

Perikanan

gkap

dim aksud

yang

ini.

telah

pada Ayat

m endapatkan SIKPI sebagaimana
(6) dapat diperpanjang apabila
syarat:

a. M engajukan perm ohonan k e

pejabatyang ditunjuk dengan

1. Rekomendasi dari kabupate

2. Foto copy SIUP yang disahk

3. Foto B uku Kapal P

copy

disahkan;

mem enuhi syarat-

pada G ubernur atau
melam pirkan:

n/kota;

an;

erikanan yang telah

4. Foto copy Tanda Pendaftaran Kapal (Gross A kte);

5. Foto copy pas tahunan;

6. Foto copy sertifikat kelaikan kapal perikanan;

7. Berita acara pem eriksaan fisik kapal asli;

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik
kapal.

9. Foto copy Gross A kte;

10.Foto copy Nomor Pokok W ajib Pajak (NPW P)

pemilik kapal.

b. M embayar retribusi yang

yang ditetapkan di dalam Perat

Pasal 25 hwuruf b dan hu

m enijadi:

(1)

“Pasal 25

besarnya

sesuai ketentuan

uran D aerah ini.”

ruf c disem purnakan

berdasarkan

Struktur tarif izin

jenis perizinan

tangkap dan ukuran

usaha penangkapan

yang

retribusi ditetapkan
dikeluarkan,
serta

kapal persentase

ikan yang diperoleh.

produktifitas

alat

dari hasil



(2)

B esarnya tarif izin usaha perikanan

-10 -

ditetapkan

berikut:

a. Surat lzin U saha Perikanan (S1UP)
RP. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

b. Surat lzin Pengangkutan lkan (SIKPI) adalah

Jenis Kapal Per Alat

Tangkap

K apal Pancing

Pole and Line/H uhate

R aw ai/Long Line

a. Rawai D asar

b. Rawai Hanyut

Pancing Tonda

Pancing cum i-cum i

Pancing Tunggal

Kapal Jaring

G in Net:

a. Pelagis Besar

b. Pelagis Kecil

Purse Seine

a. Pelagis Besar

b. Pelagis Kecil

Payang

Lampara

M uroam i

Kapal Pengangkutlkan

a. Tunggal

b. Satuan arm ada

Kapal Perikanan lainnya

Besarnya

15.

20.

12

sebagai

ditetapkan

rupiah)

R etribusi

(Rp)
000,-/IGT
000,
000,
.000,-/G T
000,-/IG T
000,-/IGT
000,
000,
000,
000,
.000,-/G T
.000,-/G T
000,-/IG T
000,
000,
.000,-/G T

-IG T

-IG T

-IG T

-IG T

-IG T



c. Surat lzin Penangkapan Ilkan (SIPI) adalah

N o Skala U saha Tarif per tahun
(Rp)
1. Perusahaan 1% x Produktifitas kapal
perikanan skala kecil Xx harga patokan ikan
2. Perusahaan 2,5% X Produktifitas

perikanan skala besar kapal x harga patokan

ikan
Pasal Il
Peraturan D aerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, m em erintahkan

pengundangan Peraturan D aerah ini dengan penem patannya

dalam Lem baran D aerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

D itetapkan di Ke dari

Pada tanggal - GJP' 2017

GUBERNUR § ESI TENGGARA

S

NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 21 - o 5 - 2017

SEKR H PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

LUKMAN ABUNAWAS

LEMBARAN DAERAH PR OVINSI SULAW ESI TENGGARA TAHUN 2017

NOM OR:

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (4/79/2017)



